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BUATI BENGKAYANG 
+ 

PRQVINSJ KALIMANTAN BARAT 
l 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 
(6), pasal 28 ayat (5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat 
(5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bengkayang tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I1 
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI 
KEUANGAN DESA. 

TENTANG PENGELOLAAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengg@' 
.. -.. laksanaan urusan 

pemerintahan daerah yang memmmpm pel 55 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkaya0£· 

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator 

:. di wile th kerja kecamatan yang 
penyelenggraan pemerintahan li Iayal 

~ ~ 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

iliki batas 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mem 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 
desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta sega1a sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 

12. Rencana Kerja- Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, 
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh 
Desa. 
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17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban 
Desa dalam l (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima 
kembali oleh Desa. 

18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran 'yang bersangkutan maupun pada tahun 
anggaran berikutnya. 

19. Pemcgang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan Desa. 

20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat 
PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan 
keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang 
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

21. Sckretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 
unsur pimpinan sckretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai 
koordinator PPKD. 

22. Kepala Urusan, yang selanjutnya discbut Kaur, adalah perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang 
menjalankan tugas PPKD. 

23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa 
yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan 
tugas PPKD. 

24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam l 
(satu) rekening pada Bank yang ditetapkan. 

25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa 
dengan belanja Desa. 

28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa 
dengan belanja Desa. 

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 
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30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran 
yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang 
akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam APB Desa. 

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian 
kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang 
telah ditctapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan 
Penjabaran APB Desa. 

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran 
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang 
anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran scbelumnya. 

33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola 
dan/atau penyedia barang/jasa. 

34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa 
adalah dokumen yang mem uat arus kas masuk dan 

arus 

kas 
keluar 

yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk 
mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 
disahkan oleh kepala Desa. 

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan 
barang dan jasa. 

36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
APIP adalah inspektorat daerah kabupaten. 

Bagian Kedua 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 2 
(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 
(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 

(satu) tahun anggaran mulai tanggal l Januari sampai dengan tanggal 
31 Desember 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan 

Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan 
Desa. 
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(2) Tujuan pengaturan Pengclolaan Keuangan Desa dalam Peraturan 

Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum Dalam Pengelolaan 
Keuangan Desa. 

Pasal 4 
Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini 
terdiri dari: 
a. kekuasaan pengelolaan keuangan desa; 
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; 
c. pengelolaan; dan 
d. pembinaan dan pengawasan 

BAB III 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 5 
(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam 

kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 
(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APB Desa; 
d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 
g. menyetujui SPP 

(3) Dalam melaksanakan kek.uasaan pengelolaan keuangan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan 
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan 
dengan keputusan kepala Desa. 

(5) PKPKD dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan 
Desa yang besarannya ditetapkan dalam standar satuan harga Desa. 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 6 
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas: 
a. Sckretaris Desa; 
b. Kaur dan Kasi; dan 
c. Kaur keuangan. 
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Pasal 7 
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas 

sebagai koordinator PPKD. 
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas: 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB 

Desa; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan 

perubahan APB Desa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang 

APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APB Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa 
tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan 
tugas PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

(3) Selain tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa 
mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran 

APB Desa 
(4) Koordinator PPKD dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan 

keuangan Desa yang besarannya ditetapkan dalam standar satuan 
harga Desa 

Pasal 8 
(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas 

sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 
(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kaur tata usaha dan umum; dan 
b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Kasi pemerintahan; 
b. Kasi kesejahteraan; dan 
c. Kasi pelayanan. 

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat () mempunyai tugas: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas 

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang 
tugasnya; dan 
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f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya 
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang 
tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. 

(6) Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan honorarium sesuai 
kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan dalam 
standar satuan harga Desa. 

Pasal 9 
(1)Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan 
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak 
dapat dilakukan sendiri. 

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat 
Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang 
terdiri atas: 
a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 

(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Kepala 
Dusun. 

(4)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada 
saat penyusunan RKP Desa. 

(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui 
keputusan Kepala Desa. 

(6)Tugas Tim sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana pemilihan penyeclia barang/jasa; 
b. Menetapkan dokumen pengadaan; 
c. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa; 
d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap 

penawaran yang masuk; 
e. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada 

Pimpinan; 
f. Memberikan pertanggungijawaban kepada PPKD. 

(7)Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan honorarium 
sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan dalam 
standar satuan harga Desa. 

Pasal 10 
(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 

melaksanakan fungsi kebendaharaan. 
(2) Kaur keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

tu.gas:: 
a. menyusun RAK Desa; dan 
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima; 
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h kan dan c. menyimpan, mcnyetorkan/ membayar, menatausaha 
I) 1 chm 

mempcrtanggungjawabkan pcnerimaan pendapatan es: 
pcngcluaran dalam rangka pclaksanaan APB Desa. ...,. 

(3) Kaur Keuangan dalam mclaksanakan fungsi kcbcndaharaan memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Dcsa. 

(4) Pelaksana fungsi kcbendaharaan dapat diberikan honorarium sesuai 
J · t kan dalam kemampuan keuangan Dcsa yang besarannya dtctap 

standar satuan harga Desa. 

BAB IV 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DESA 

Pasal II 

(I) APB Dcsa tcrdiri dari: 
a. pendapatan Dcsa; 
b. bclanja Dcsa; dan 
c. pembiayaan Dcsa. 

(2) Pendapatan Dcsa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objck pendapatan 

(3) Belanja Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, 
objek belanja, dan rincian objek belanja 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. 

Pasal 12 
Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode 
rekening. 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 13 
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh 
Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 
kelompok: 
a. pendapatan asli Desa; 
b. transfer; dan 
c. pendapatan lain-lain. 
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Pasal 14 
(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: 
a. hasil usaha; 
b. hasil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. Iain-lain pendapatan asli desa. 

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
antara lain bagi hasil BUMDesa. 

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: 
a. pengelolaan tanah kas Desa: 

' b. tambatan perahu; 
c. pasar Desa; 
d. tempat pemandian umum; 
e. jaringan irigasi desa; 
f. pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik desa; dan 
g. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak 

asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 
(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan 
masyarakat Desa 

(5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d antara lain hasil pungutan Desa. 

Pasal 15 
(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 

huruf b, terdiri atas jenis: 
a. dana Desa; 
b. bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota; 
c. alokasi dana desa; 
d. bantuan keuangan dari Provinsi; dan 
e. bantuan keuangan APBD Kabupaten/ Kota. 

(2) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam 
ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) 
dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus). 

Pasal 16 
Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (2) huruf c, terdiri atas: 
a. penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa . 
b. penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga; 
c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa 
d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
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e. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang 
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran 
berjalan; 

f. bunga bank; dan 
g. lain - lain pendapatan Desa yang sah. 

Bagian Kedua 
Belanja 

Pasal 17 
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf b, 

yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam l 
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh Desa. 

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan 
untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 18 
(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: 

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
b. pelaksanaan pembangunan Desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; 
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai 
dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) huruf e 
dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang 
terjadi di Desa. 

Pasal 19 
(1)Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf a dibagi dalam sub bidang: 
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan d.an 

operasional pemerintahan Desa; 
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan 

kearsipan; 
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; 

dan 
e. pertanahan. 
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dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l) 
(2)Klasifikasi belanja sebagaimana 

huruf b dibagi dalam sub bidang: 
a. pendidikan; 
b. keschatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. kawasan permukiman; 
e. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan informatika; 
g. energi dan sumber daya mineral; dan 
h. pariwisata; 

(3)Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l) 
huruf c dibagi dalam sub bidang: 
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; 
b. kebudayaan clan kegamaan; 
c. kepemudaan dan olah raga; dan 
d. kelembagaan masyarakat 

(4)Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
huruf d dibagi dalam sub bidang: 
a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian dan peternakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); 
f. dukungan penanaman modal; dan 
g. perdagangan dan perindustrian. 

(5)Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (I) 
huruf e dibagi dalam sub bidang: 
a. penanggulangan bencana; 
b. keadaan darurat; dan 
c. keadaan mendesak. 

Pasal 20 
(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat sampai 

dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan. 
(2) Kegiatan yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan 

tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan keuangan 
khusus tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling 
banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 21 
Jenis Belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri 
atas: 
a. bclanja pcgawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja modal; dan 
d. belanja tak trduga 

Pasal 22 
(1) Belanja pegawai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, 

dianggarkan untuk kegiatan. 
a. Penycdiaan penghasilan tctap dan tunjangan kepala desa; 
b. Penycdiaan pecnghasilan tctap dan tunjangan perangkat desa; 
c. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala dcsa dan perangkat desa; 

dan 
d. Penyediaan tunjangan BPD; 

(2) Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam bidang penyelcnggaraan pemcrintahan Desa. 

(3) Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
pelaksanaannya dibayarkan sctiap bulan. 

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kemampuan APBDesa. 

(5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. 

(6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi 
atas jenis belanja,obyek belanja, dan rincian obyek belanja 
sebagaimana tercantum dalam lampiran. 

Pasal 23 
(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan 
jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan antara lain untuk: 
a. operasional pemerintah Desa; 
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa; 
c. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis; 
d. operasional BPD; 
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan 
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional 
lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu 
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan 
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan 
masyarakat Desa. 
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Pasal 21 
Jenis Belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal I7 ayat (l), terdiri 

atas: 
a. belanja pcgawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja modal; dan 
d. belanja tak tcrduga. 

Pasal 22 
(1) Belanja pcgawai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf , 

dianggarkan untuk kegiatan: 
a. Penyediaan pcnghasilan tctap dan tunjangan kepala desa; 
b. Penycdiaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa; 
c. Penycdiaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa; 

dan 
d. Penyediaan tunjangan BPD; 

(2) Belanja pcgawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam bidang penyelenggaraan pcmcrintahan Dcsa. 

(3) Belanja pcgawai scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
pelaksanaannya dibayarkan sctiap bulan. 

(4) Pembayaran jaminan sosial scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kemampuan APBDesa. 

(5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. 

(6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi 
atas jenis belanja,obyek belanja, dan rincian obyek belanja 
sebagaimana tercantum dalam lampiran. 

Pasal 23 
(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan 
jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan antara lain untuk: 
a. operasional pemerintah Desa; 
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa; 
c. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis; 
d. operasional BPD; 
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan 
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional 
lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu 
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan 
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan 
masyarakat Desa. 
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(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyaraka! 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk 
menunjang pelaksanaan kegiatan Desa. 

(5) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat () 
diklasifikasi atas jenis bclanja, obyek belanja, dan rincian obyck 
belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Pasal 24 
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf C, 

digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai 
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. 

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. 

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi 
atas jenis belanja,obyek belanja, dan rincian obyek belanja 
sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Pasal 25 
(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d 

merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan 
mendesak yang berskala lokal Desa. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, 
keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
c. berada di luar kendali pemerintah Desa. 

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat 
terjadinya bencana alam dan bencana sosial. 

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat 
karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian 
pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang 
men yebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan rnendesak merupakan upaya 
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat 
miskin yang mengalami kedaruratan, dan pengembalian atas 
kelebihan pembayaran tahun sebelumnya. 

(6) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
diklasifikasi atas jenis belanja,obyek belanja, dan rincian obyek 
belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran 
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Pasal 26 
(1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristmwa 
atau serangkaian peristiwa yang discbabkan oleh alam antara lain 
berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kckeringan, angin topan, dan 
tanah longsor. 

(2) Ketentuan kriteria bencana sosial scbagaimana dimaksud dalam 
pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang 
mcliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas 
masyarakat, dan teror. 

(3) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk 
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) adalah merupakan upaya 
tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial 
yang ditetapkan oleh Kcpala Desa berupa kegiatan yang dilakukan 
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani 
dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi: 
a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda; 
b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan 

pengungsi; dan 
c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. 

Pasal 27 
(1) Kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan dan/atau 

terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana 
akibat kenaikan harga atau akibat lainnya yang menyebabkan 
terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 

(2) kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan sarana dan 
prasarana pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan 
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial yang 
memerlukan penanganan segera. 

Pasal 28 
( 1) kriteria keadaan mendesak s.ebagaimana dimaksud dalam pasal 25 

ayat (5) adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, 
dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan 
primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami 
kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, 
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/ atau pelayanan sosial. 

(2) kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah warga Desa yang sama 
sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau 
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai 
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 
kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 
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(3) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dalam Musyawarah 
Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang 
clilaporkan kepada Bupati lewat Camat 

Pasal 29 
(1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan 
mendesak yang berskala lokal Desa scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak 
terduga. 

(2) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan 
mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dianggarkan melalui APBDesa dan/ a tau APBDesa 
Perubahan. 

(3) Dalam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat () 
dianggarkan dalam APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian rencana anggaran 
biayanya dibuat secara global tanpa dirinci. 

(4) Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari 
sum ber pendapatan yang dianggarkan dalam APBDesa dan/a tau 
bersumber dari pengalihan belanja kegiatan lainnya pada Bidang 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

(5) Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) dilampirkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/ 
belanja yang dilakukan. 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan 

Pasal 30 
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (1) 

huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas 

kelompok: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 
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Pasal 31 
d. ak d dalam Pasal 30 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana Imme :su 
ayat (2) huruf a, meliputi: 
a. SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan . h 
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tana 

dan bangunan. . . 
(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 

meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, 
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesal 
atau lanjutan. 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana 
cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan 
pembiayaan dalam APB Desa. 

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan 
pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. 

Pasal 32 
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(2) huruf b, terdiri atas: 
a. pembentukan dana cadangan; 
b. penyertaan modal; dan 
c. pengeluaran pembiayaan lainnya. 

Pasal 33 
(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan 
dananya tidak dapat sekaligus 

dibebankan dalam 1 

(satu) tahun 

anggaran. 
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan peraturan Desa. 
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

memuat: 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 
dianggarkan; 

d.sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya 
telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang- 
undangan. 
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(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 32 
huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri. 

(6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa 
jabatan kepala Desa. 

Pasal 34 
(1) Penycrtaan modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b 

antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah 
dcsa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan 
pendapatan Desa dan/atau pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kekayaan Desa yang dipisahkan. 

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. 

(5) Penyertaan modal pada BUM Dcsa mclalui proses analisis 
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Analisis kelayakan scbagaimana dimaksud ayat (5) merupakan 
analisis kelayakan jenis usaha BUM Desa. 

(7) Jenis usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan 
dengan memperhatikan, antara lain: 
a. potensi usaha ekonomi desa; 
b. kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; 
c. sumberdaya alam di desa; dan 
d. sumberdaya manusia yang mengelola BUM Desa. 

(8) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan 
oleh Pemerintah Desa. 

(9) Ketentuan mengenai BUM Desa diatur melalui Peraturan Bupati. 

Pasal 35 
(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat berupa Uang dan/atau 

barang 
(2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa se bagaimana. 

dimaksud dalam pasal 34 ayat (5) diatur dengan memperhatikan 
ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan 
indikator analisis kelayakan penyertaan modal. 

(3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila 

terjadi surplus anggaran. 
b. Penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila 

barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pclaksanaan 
penyelenggaran pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat. 
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modal sebagaimana 
(4) Indikator analisis kelayakan penyertaan 

dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Disetujui dalam Musyawarah Desa 
b. Kelembagaan telah terbentuk 
c. BUMDES memiliki rencana usaha 
d. Usaha BUMDES mendukung pengembangan potensi des@ 

Pasal 36 
Selisih Pembiayaan 

(1) Selisih pembiayaan merupakan selisih antara penerimaa 
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. 

(2) Selisih pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran. 

BAB V 
PENGELOLAAN 

Pasal 37 

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. penatausahaan; 
d. pelaporan; dan 
e. pertanggungjawaban. 

Pasal 38 
(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

dilakukan dengan Basis Kas. 
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari 
rekening kas Desa. 

(3) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan 
sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 39 
(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun 
anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. 

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB 
Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman 
penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap 
tahun yang paling sedikit memuat: 
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan 

kewenangan Desa dan RKP Desa: 
b. prinsip penyusunan APB Desa: 
c. kebijakan penyusunan APB Desa: 

d. teknis penyusunan APB Desa; dan 
e. hal khusus lainnya. 
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(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan 
penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

Pasal40 
(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 

APB Desa kepada Kepala Desa. 
(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD 
untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan 
Oktober tahun berjalan. 

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa yang disampaikan Kepala 

Desa, Pemerintah Desa 

hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan 
pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa 
dengan menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya. 

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

Pasal 41 
(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Kepala Desa 
menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai 
penjabaran APB Desa. 

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan 
Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 42 
Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa kepada camat. 

Pasal 43 
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada 
camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan 
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen 
paling sedikit meliputi: 

a. surat pengantar; 
b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB 

Desa; 
c. peraturan Desa mengenai RKP Desa: 

' 
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d. peraturan Desn mcnenai kewenangan berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 

e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika 
tersedin; 

f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika terscdia; dan 
g. berita acara hasil musyawarah BPD. 

Pasal 44 
(l) Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa 

terkait dalam pelaksanaan evaluasi. 
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa 
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
rancangan dimaksud. 

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan 
Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala 
Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa 
bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua 
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal 45 
(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 

(5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi 
Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, Camat 
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat. 

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan 
Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya 
Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan 
Kepala Desa dimaksud. 

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala 
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu 
tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan 
Camat. 
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Pesal 4t 
tl Hancangan Fraturar Ee tentarg AF Lc yang 1rah dirulual 

ditrtapkn tleh epln Dea rrnjadi Fraturan Desu trr1erg AFIH 

Denn 
fj Prrturan D rmlarg APH Den #hagirnnu diruksud pmdn uyal 

dl) ditetnpknn paling inmbet nnggal 11 Drrnber tahun anggma 

ebelumnya 
3) Krpal Drn mvntapknn Hanrangan Feruturan epal Isa ten#mm# 

pwijalsrin AI Ies zebags pcraturan pelakrnra dnrt Fera1!tiraT 
Dea ientnn FE LJesu 

[+] epln Dean mwryaripeukan enaturnn Dre tentag AFEH Lr-n clan 
Fcraturan rpln Dean tentang prrjubran A1 Ix e kepad Eupati 
limy; laurr 7 4rjuh] hari kerj ctelah «ttea pknn1. 

Pasal 47 
dl Krpala Lesa mryampaiknn infreusi mengenai 4PH Dau krepadu 

mnyarakn+ mellui mclia nfnrrusi. 
d) lnrnaui srlagaimnn dimnksud pda uyat tI} paling aedllit 

1cm1.10 
a. AF Le, 
b. pelakzan rgintnn arggaraun dan tim yang nelnksannkmt 

k egiutan, dr 
c. alarut perigadun. 

Paa] 4 

[l] Pemerinta Desn dnpt melaktkan perulahan APE Dean apulili 
Icrjel: 
a. pcnamnbahun <ln{utau pmguumnngan dalan pend;tan Lesa 

pain tnhun aurzgaran berjalr, 
l. s#ire penghcrnatan belnju dan ins let~h perhifungaun 

pembiayaun tahu berjnln yang akan lgwaknn dnlm Laun 
lerkenaan; 

c, kendaan yang menyebubkan harus dlkukun pgreran antar 
h±dang, antar st» bidang, mtar egiatnn, dan artar jrmis 
lelaunja; dam 

d. krlanun yang mcmycbabkn SL.Ph Inhun srlrluryn harus 
diguruknn falar tnhun pran lerjoln. 

[] eruhnhan APH Dea harry dnpst dilktkan I jsau] kali dalam ! 
[anfu] tuhn arjnrn, eeunli dalnm keuclaunn lunr bins 

( riterin kdun huar bisa sebagmranu dimaksud pad ayat [2 
ndaln 
a. ircrupaknn keadann yang meryehabkan Emasi penerroan 

dam'atu pengeluinn «lalam APE Dr cngaluri krnailur 
et nu pcnurunan lebih besr dari u, 

b. Frcssntnse 5( slagirnau dirnaksud pad point n merupaknr 
selisih [gap] keraikan tau purunan nntnrn pendnpatan dan 
lrlnj dalm AP Dr8. 
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4] Perubah APE Tea shagaimann diraksl pla aya1 Il 
ditrapknn drngnn prraran Dena mengrnui prrubahnn AP Dc 
dnn 1etup mempcdamnn KP Den. 

Fass 4 

[I] Femerintah Iesn dnpnt melakuknn perubahn terhda Ferlurar 

Kcpeln Des enang prrubalun pcnjalran APR Dean zetelumr 
Rancnmgan Feraturan Dr rntnng Perubuhan AB Des3 

ditetnpixnn 
I2] Ferran Krpsl Dea 1enung prubahnn paunburan APE1 Ee 

sebairnana dirksuxl pndn asat [1] dapat eh±tnkukan apabiln 

terjadi: 
a. penarnbahn dan/atnu pengurangant daln penslpatar1 Le 

pda tahu.n rggaurn berjalnn dari bantuan krurgnn yan 
beritat khusis; 

b. kraelnan yup memyclablcn hnru seger dilkuknn pcry#err 
ntnr ahyek dun/atau rimeian ohyck belamja dnlam zru kcgia1am, 

c. krgin#nn yang lelur «lilnksnakan tahun selclrnyu hn 
memyrlnbknn Sil.FA akan dilnkrnnkan «lalum tahur a[riur 

berjalnn, dar 
d. Fergaryaran krgatan pennnggulangan bcreana,rndnan 

daruru# lnn xeadaan merlcsn 
47 Kepalu Deur remnbritalukn krpala FD mrngeni penetmwr 

Feraturn Kepala Dan tentar perubshaun pcnjlarun AF De± 
inn wlanjutnya liarpsiknn kepaudn Eupati melalui aurat 

pemlcriuhuun mrrgenui Prturn Kcpsla Leza 1cntang perulahun 

prnjjnteran APE Tes. 

Ketertuan mmrpenni pryuwunan Feraturn Lesa IrTgTai AT'EH Lera 
scbgirana dimakul «dam Paal 41 rnpai dengan Peal 4 le-rlaku 
aecar# mutati mutandis terhadup prnysunun Fralurun Iran 
rem@renai prrlahan A~ Dx 

Ear .ehu 
[elksaranr 
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rilk fr lary man prrhunluun «di wlayahrt 
dtul a ctr swilryal trrlekat wart «dibrat nlel 
an rwn tala tans un kr pal a de r 

ng h hur tI I 

ur 
441 lrmrmji runan I wlalat 

elem at DMa padn ayat 4l] fitrtapkn 

lens in rprrtsn Iii;ti 

Tl 52 
4I] Suro relrning kn Dai cbegpaimane duraknud dalam laal al 

hiaposkan kr pal De ne kc pela Lurati rrLal €ant 
fl Laparun mebagairana edirksl pwln aynt fl figurukan 1rru 

prrprrlnlir prmynhan rlnna tramnfrr. 

Pal 51 

4I] Kaur kcungan dapet mnemyimpn tang inal yang, bcrrber dari 
penerirnnn pemlapa1an lcsun hnr «linetarknn kr ka dea paling 
larbat 2 hart kerjn, krcli reamntnn Sui Semnrnng, Silimy dnn 
Lr=bah awany paling 1nmbut 5 hari kerjn 
Faur krumgan dupat menyimpan Ling tunai untuk rmrmenuhi 
rlrthan rrprranral penerintnh Dnn den#an jumnlah pair, 
bsurrynk Ry 15.000.000,- lira betas juta rupinh). 

Ful 54 
[I] epaln Desa rcnugunknn Kaur dan Knsi pilnkan kcpin1ar 

arggaran neuai fuguarya menyusun DP# paling larna 33 ftiga} huri 
kerjn sctrlah Peraturan Desa Lentang AP'HD dnn Peramrnt 
epala Den tentang Penjabarnn AFB3De diteapkn. 

[2] LPA ebagairnanu dimaksud pda tyat [1] trrdiri nLn: 
n Rencunu Kegiatnn dan nggran Dea; 
h Hencanu erja Kegiatan Dre, clan 
c. Rencna Anggaran Hiyn 

[33] encnnn egintn dnn Angarnn Des srbgpimnann dirkl pedn ;" ""."""em ««»a ea. aawma» maws ca«am, 
+ prnrikn dana untuk kcgiatnn yang telah 

dianggar'inn 

"" ";",""."ea« be= ta «aoaa m» ·as 
lokasi, volume tinyn, nasaran, wktu :laksn 

kcgiutnn, peiakannn kegitan ' EI 1nnn 
krintnn. argaran, dan tim yang melnksarakan 
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[5) Herwnu Anggaran inyn scbagairnaru limnksud pad ayal 1Al 
huruf c mcrinci ntuun hargya uinruk wfip krgiatan. 

ti] .rah mur clan Hni pelnkanu kegintan argsaran meryerahkum 
rnangan DP kepadn Ke pals Dea melatui Skretari Lesa paling 
larrun t (rrurn} hri kcrjn srtelnh pengnn ehagairnana irraknl 
pul ayat [1}. 

Pal 55 
[I] Swkretnris Len melnkukmn verifikni rnnwnngan DP puling lnrru IE 

[ilrru belas] huri krrju wjk Kur dnn Knsi mrnyerahkar runt'arr 
DP. 

42 Kepnla Dea menyetujui rnncngan DP yang elnh lrrrifiki olch 
Skrclari Dr. 

4I] Dalar hal trrjndi perubahnn Perturan Dwa tentang AFEM DH 
clan'atau perbahnn Frraturan epsla Te tertar, P'rrjlrr 
AP Dea yang mnemyelabknn trrjnlinyn perutwhan tarn 
lan/tau trrjadi perubahun keintan, epal Dea menugoknn 
Kaur dan Kai pclaksnm keg~tun mrgyaran untuk mrnysun 

raunsargan DP. 
[] DPT sebagnirana tirakm! pneln nyat f1 erdiri at; 

n. Rencamnn egintan clan nggarun Lesa Perubahmr; dun 
» encsnu Angran ERinya Ferubuhar. 

[3] Kaur lnn Kasi pelnkaunu uegiatnn nnggaran rrcnyernhknm 
re.angnn DP kepxla epaln Dene melnlui Sekrctars Lesa puling 
lama 6 (ennm] hari erja ctlah perunsan srlapairuna lirnksud 
pnda aya []- 

44 Sckretarin Dr elnkuknn verifiknsi rancangn IPA paling lamn 
15 lira belns] hari krr sejuk Kur dnn Kn meryerahkan DFF, 

t5] Kcpula Dea menyetujui rancangun DPP yang trlah dierifiknsi ulch 
ekrrars Lesa 

Pa8al 57 
[1 Kur Ketuangnn rerryusun rancnngnn RAK Dcs bcrdasarlnn DP 

yang rlh disetujui kepala Dsa 
[22 Rancargan RAK Da srbognimnnn dirnaksul puda ayat fl 

disarpwiknn kepala krpnln Een melului Skrrtnri Dcna. 
[3) Sckretnris Dcsn melnkukan verifiksi trrhudap rncanga AK Es 

yang diajukan Kaur Kruanwan, 
[4] Kepala Dea men yetujui runcnrgnn RH Dena ymng trluh diwwrifiksni 

ekrrtarls Lean 

Panal 58 
RA, De± cbugairunn dimuksul dnlumn Pnsal St memut run kn 
mask dun urM kn rlunr ymg, ligpuinks mcngatur penanrikrn art 
lari rekcning kns untuk menlanni pengrlurun berdusurknn DP yang 
tclah dinnhkn alrch krpalu Desan. 
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P:al 5 
(I) Arus kns mnsuk rlgmirnarna dirnakwud dnlam Pasnl 58 memuat 

nwrua pcndaptnn Dsn yang berasnl dari enclaputan Asli Es, 
trans[rr dun pendapatnn lain 

[2] Setinp pendapatnn ncbagaimann dirnakud pda ayat fl] dixlukung 
olrh hukti yang lengknp «fan mah. 

Paul 60 
{l] Arus kas kcluar scbagnirnnr dirnakud dularn P asal 58 eruat 

cttn pengrluarun bclnja tts behan APE Dea. 
2) Setinp pcngelunrmn cbagairmnna dirnksud padn ayat (I] didukung 

dengan bukui yang; Iengknp dan suh. 
[3] EHukti scbagairrune draksud pada ayat [) mendapat peraetujuan 

kcpula Des dnn kepnln Dea bertanggung jawnh atas kebenarun 
material yang timbul dnri penggunumn ukti trrcbut, 

[#) Kaur dan Kasi pclnksanu krgintnn angguran bertaggungjawal 
terhndnp tindnkan pengelunran scbagairnna dimnakmud pad uyat 
th- 

[5] Kaur dan Kasi pelaksan kegintan unggaran mengsunnknn uk 
pernbant kcgintnn untuk rencatat scrua pengcluaran mnggnran 
kegiatnn nesuai dengmn tugnsryn. 

Pus/ 6l 
[l] Kaur dan Kai mcluksuna kn krgiatan lcrdasrkan DP4 yang clah 

discvujui Kcpala Dc± 
42) Flaksanaan kegatan scbagaimnna hmaksud pada ayat 41) 

dllakulcnn dengnn pengadaan relalui swkelola dan'atau penyedin 
larzmg/ jun 

[) Pelakanaan kcgiatnn sebaguimnana dimoksud pods aya1 (2] 
diutamakan mmralui swakclola. 

(4] Pengndnan melahi swakcola scbagairunu dimnksd pada ayat (3] 
dilakuken dengnn mzraksiralkun penggunann material' bahr 
dari wilayah sclernpat dan gotong rayang dengan mcltbatkr 
p8Tisi;wi rnayaurkat urtuk mcperlunn kesempatan kctja clan 
perberdayan msyarakat metempat. 

[5i} Dalam hal pelaksnnnnn kcgintnr tidak dagut dilaksannkan mlahui 
swa.krlola, Luik chaginn maupun kescluruhmn dnpat dllnksanakan 
ale.h penyetin barang,'jana ynng dirggep vnurnpu dnn rncmcnuhi 
per yuratnr 

[ti) Kccntuan lcbih lanjut rengenai tat cara pclaksannan keglatat 
pengadnan harang/jasa di Des scbagpimona dimaksud pmdn syat 
Z] burpedaran pads peraruran perundsng-undngnn mengenmi 
pengdaan burng/jasa di Desa. 

Dipindai dengan CamScanner 



Fannl t2 
[l] Kaur dan Hai rlkn egi:an anggurn mengajukan F 

talam ar:tin prlakr kzgintnn arguran sesuai krmgan 
periodr ymg; wrcn#urn dnlar LA clrraa nominal ara le:r 
ntau irany rlari ang trrter dalnm DP 

() Fengaju BFP wajit menyrrtnknn luporan perkernbangnr 
pelnkurnn krginun dan anggain. 

es-al 6;3 

II} Penggnaan nnggoran yang literimna duri pxnga»jun F 
sctagaimuara dimakiud dalam Fann! t2 untuk krgLu peagdaan 
barng{'jaan ecura ±wnkclok 1ilak lelih dri 4 [aepuhuh hari 
erju. 

[2] Dalarn hal pcmbayran pergdnn barnrg'jnsa belurn dilakutknr 
dnlarn waktu If (sepuluh] hart kerju, Kaur dnn Kasi pwlkunnu 
krgiatan rggnat wujl reengemkalikar dnnu yang, nlah ditcrimu 

kepsln mur Krunngnn intul disirpn dulam ks Tes. 
[3] Kaur Hrttrgan mcrwt.at pengxlunran argy;urn aebagairann 

dirnnkad pad ayal 4l} ke daln huku kas arum dam Luk 
zwrlntu panjar 

(4 Kn dnn ii clasanu rginan arggurn menywpwkwt 

pertarggumyjamahan penrairat anggarnn slagaimana linakud 
padn nyal 4l} berupa lkti tranaksi pembayaran pmgadann 
barre'jasa kc pal Skretnris DM 

[j Bckrrtnris Dr iiemeriks krsesuainn bukti trnsmksi 
pemnbayurun lcmygau pertnnggurgjwutun pencmirsr arggaran Fang 

disarpaikau mleh Hur dan Kai pelksaa krgialr mrggnran1. 
4f) Llaurn hal jurlnh ralia= pergeluran pernbryrun barnng'Jr 

lebih keel dari jurnlh unng yang ditvri, Kur lan ai 
pc'asker kegiatan arggarun mengembulikan sin uang. Ire ka1 
Derr 

Fan} D-H 
f1] Fen@ajuan SFP urtuk leinrnn yang eluruhnya filaknnknn 

rnelalui perycdi lrng;{'jss dlalculan setelah torng' jaa 
litrrmn 

[j Pengajuan SPF rhguirnr ·lrekxl pet.a ayan 4t dilarpiri 
dengan.: 
a. pernyalauun Immgzung; jal bcknjm; rln 
b. Lukti pcrcriman rang/'ja li empt 

(3] La±am setinp prmsajun SPP rbgairan dimaksuxl padn nyat [II. 
mrkretaris Dea brkrwjibar unukc.: 
a. mereliti kelcngkapwn permintsnn pembayaran ang diajkar 

nleh Kur dan Kasi pclnksunz rgiatan nmggnran; 
b menguji kcbenaran perhitungnr tagthan tas brben APE Dr8 

yang terrunturn dnlam perrintan pernbuyaran; 
r, mnenguji kelermedian dan unluk kegian dirnaksud; dan 
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D 

d mcnalnk prngjunn prrmnirtaan pembayarn leh Kaur damn iau 
pclnkanu krgintn nngsaran apatiln nidnk rremenuhi 
pry.artar yang litetapknn 

Fl] erln Len merryrmujui perminnun pwmbayran sesas drngan 
hail wrifikst yang lulakukan oleh clunenr Des 

5j ar Kcurgn mrlakukan perwiran anggasaun srntuni lenggu 
be-saran yang; teriera Halnmn EPP stclh mncndpntkan persujunn 
duri keplu EH 

Fas=al 65 
Faur dn Kasi pelaknr krpitan anggaran wajih menyumpilr 
apcrau akhir realists prlnknan krpgiata dan angran kr pads 
Kopula De±a puling lmbut 7 {ijuh] ari szjk seurh kcintnn elesni 

Peal 65 
fl] Kur dun/ntnu FKaal pclkaura krtan anrgarun neytun HAM 

pclknan dari arggarun belanja al terugn yang luslknn 
kcpuda kepla rs melaui ckrruri Dau 

l22 Sckretnri Tena relakukan werifkni 1rrhudnp HE yang diusulkan 
rbagairrera dirnnkt pads ayan (IL 

f3] epal Des melnlui sura1 kepwtusan kepsrl Dea rnenyrtujui RAE 
pelaksnnr krgiataun anygar beljn Lak erduga sruns dergar 
werifisl yang dilakukasn akeh zclureturis La1. 

[4) Kepalu Dun mrlnposka pengrhuaran angya an bclanja tak terdiga 
kcpadn Fpati paling lama I atu] tulan jak krputu-r lur pa. 
Dean ditrtapkan. 

Paul 67 
4I) Setip pengrlurnn s Dr yang mnenryclbknn beban ts 

naggraun Irlanja Dci dikcrkan pajnk seuui dengan krtentunr 
perturan pcrundagan sncrgrna perujsan ymg lrrlnku. 

fl Kur euargun srcbgai wnib ungt pjak melkukan 
perolugan pajak trrhdap pcmgcluaran ka Desa srlagaimnarn 
«lumnkid pdu syat II]. 

43 Fernatsgan pajak ebagaimna dirkruxl pada ayan (2 meliputi 
pengrlunrnn kas Dea ntas brbn belanja pcawai, berangfiasn dan molal, r' ""Sr" ' 

I4] Ks euangan wjib mnyctorkn shruh prnerrnn pajak sang 
dipngut rst dengan krtrntuan peraturan perurdnng umingr 
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Faral 6 
r1 I) Pcnerimnann wmnliyan dari iL.Ph tabun sebelurnn 

cbagaimna dirnaksud dalur Fasal 3 hurl a digunnkan ml1l: 
n. mrnutupi defisit anpgaran pail realisna pndapn Ietil 
cil daripncdnu sealisasi belanjn; dar 

h, rerdansi kegintan yang beium selesai nu lnjutan- 
I2! SiLP yam; digginaknn untuk mcnutupi dcfisit anggm 

sehagairana dirpkul pi at {I) huruf n mcruprknn 
pwrhitungan perkiman prnxcriman dari pelaanpaun penrlpata" 
dan/atau penghematan belanja tahun seblummya rang diguna kart 
unruk mrmlinyi krgintan-kryiatn yang telh ditrtpkan dlam 
AI Tra Lahun arggran bcrkrnaun, 

[1 SiLP yang digunaka untuk men&lanai legitan mg ±ciut 
selenni ntau lnnjutnn selgalma dirksud pad ayat [l] 1uruf l 
mnerfkam pcrhifungan riil lari angsaran dan egiaian yang hr 
lickika pd thun angsaran berikmyu- 

[#] Kaur dun'auu Kissi pelaksnn krgiatan anggaran mcngajukn 
lemtal rarenngan DPA ntu:k disetuji kepuln Dcsa renjdi 1Pl. 
unnk mwrd8al kegiatan rang bclue srlesui aumu iarutmr 
rbagairana dirksud pad nyat fl] hurl b. 

5] Kur dnn'atu Kasi prlaksnna keginan anggarum nan 
mengajukan racumgn IM arhagairanu dirnksuxl pada aya1 Il, 
wrlrbiih lahulu men1yumpwilan la porn nkhir rralisnsi pxlclaunet 

legiatar clan nnggran lepla lepsl Dess paling nrbul 

pertengahan llan Desrrler tnhun anggrn beralan1. 

6] Sckretaris Lesa menguji kc8rsuaian jumlah aumyaran dam isn 
kwgiatzn yang akan disbkan dalm LPL. 

7] DPAL yang teiah disrtujui menjsfi dnsnr paryclrsaian kcgianan 
yang bhm rles ntau lnjutan pada tahun nmggrun bxr±kutnsn. 

Pasal 70 
t] Percairan duna cndnngan scbagaimuna dirakstid dalam Pasal 3l 

huruf b cdn pemnlentkan durr calngnn sebagairnana dirks1d 
dalarm Pl 32 hurul a dicatntknn ulz Catalan ataa Laporun 
Keunrgawn. 

[2) Pnearntaun pencairan dna cahangnn zabagaimana dirksud purl 
ayat [l] rrarparkan penyisihun anggaran den caclargan dalnr 
rekening kan 1es. 

(3] Femnlcntukan Dann Cadangan zclagairanu dimuksud puda ayal 
(E] dilaraung digunukur untuk mcmtlayai program dan kcgiatan lain 
diluar yang tclah ditetapkan dnlurn Peruturan Lesa mengenai dana 
cuxlanger1 

4; Program dun cgsaran yang ditetnpknn berdarkan Pera!urn Dae 
selagairnann dimnuksui pule uyat [3] dilaksnnnkan apsalil darz 
clargan telah mcnukupi urtk mriaksannkan pmgrart clan 
kegiatnn. 
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f5 Dann cadangnn scbngiman diraksud psda aymt (4) dinnggE 

pndn penerirnnan pemlinynan lalam AP DM 

Psal 7I 
fl Feryertann rtxlal setagimann lirnksud falamn Fasel 3322 hurl" 

dicatn pdn pengrluarnn perbiayaa. 
{2] Hall keuntungan dnri perertnn mudnl arbagairunt dirk1 

la ayat [1 dirnnukar sebagai penslapetun nsli DE" 

Dagiun et+su 
Fer1nunhanr1 

Pssal 72 

(l] Fenntunhan lrungan dilakukn aleh Kaur euangan srla"" 

pxlksnn fungi kbnlharnat. 
2) Pcrataunha ebsugmnnn dimakaul pala ayet [l] elilaku+?" 

dengan irncutat setiap pencrimann clan pengelunrun dulam Isl1 

ns LLrum1, 

[3] PeneaLnn pe.la buku kn ururn arhagaiirnara dimnaksud pad# 

aynt j2) ditutp setip nkhir bule1. 

Pasl 73 

[1 Kaur eungun wail merbuat lku pembantu kns mum HJ% 

crdiri atns: 
a• buku perhunru bank, 
b. buku pmlntu pujk; damn 
• buku pcmlntu pjar- 

Twsl 74 
Fenerirnun Ls disetar le reuning kus Ly darn 
i-..t.. 

"LJEHl L:ELI tr. 
a1. diselr lunging e bank oieh Ferrerinnh, rr 

amerintnh Durrah Huhupaten; , Perintnh Prvinsi dun 

1. discter rellui hank lain, badn, Jemle k 
pas 1leh pihnk kw:tign; tdn » rangnn dan/ ntat kanta 

c:, disrteir oleh Ksir Keungn ntuk 
pilk kctign, 

wnerumnan yang diperolrh lari 
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nsl 75 
IlJ Pengeluarnn atas bhnn AH Desa dilakuknn bcrdsarkan RlK 

Dea yang teloh tisetujui ouleh Kepala Den. . . 
I] Prnpeluarnn ntas hehnn APH Lesa untuk cgiatan yang dilakukt 

ewnr swukclala dikelrkan olch Kaur Kcuagan kepadn our' 
dan Kasi pclaksana krgintan anggarun atas lasar DA dan $PP 
yang dinjukan scrta telah dictjui akeh K«pula Dcan. 

[) Pengeuaran ats behnr AFE Dea untuk lcginton yang dilakukan 
melslni penycdia bnrnnp/jasa dikcluarknn sleh Kaur Kuang 
langsurg krpuda psnyelin atas daear DP <tan SFP yang; dia]ukau 
nlch Kasi pelaksaa kegiatn anggaraun dan telh disct:jui ale! 

Kcpul Dea. 
[%) Pengeiuaura1 at.as bhnn APH Desa utuk bclnju [egrW, 

likku'an secara langsung ulch Kaur runngan dan dikethui olcl 
Kcpala Lesa. 

(5] Fengeluaran ats behnn AFB DJes selagnirana dimaksutl pad 
8a.1 [2), ayat (3), in ayat 4 dibuktikan dengan kuitansi 
rgluuraunt dn kitansi penrirnaun, 

I6 Kuitansi pengciuaran scbagnimana dirruksud pada ayat 15J 
ditandatangari nlrh Kaur Keuangan 

f7] Kuitansi penerimuun scbngairuna dimukaud pada nyat (5l 
rlitnndntmngnni aleh pemtrma dan. 

Pa±al 76 
ll Iuktu kas ummm yang dittup actiap akhir buin schngirnan 

diaksd dalamn Paza! T2 ayat [3 dilaparkn le Ka ran3nT 
kepada Skretaris Desu paling larhat tanggai I0 {srpuluh] bulan 
beriktrym. 

[] ickrelris Des mclnkkan verifikasi, evaluasi dan nnalisin r1ms 
lapararn scbagaimana limnksud pada ayat [1, 

43] Sekrctaria fesn melargurknn hasil verifikasi, sag; 4. .1..: + Tidd LI; LI;L1I5 
elagaimnn dirnaksud pada nyat [ disarpaikam kepnda Kcpala 
Dcsa ntuk disetujui 

Euginn ermpat 
Pela para 
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Fa±al 78 
Eupati rrnynmnpaiknr inporn 'kannulidnsi priaknnnn AP Den 
rpla Menteri falarn Negeri mrluti Direkrur Jenderal in 
Prrerintahan Du paling Iambat mingu dun Hulan Agust±s tnhun 
berjalan. 

Bogian Kelima 
Pertanggungiawaban 

Pal 79 

II] Eepaln Dx menyrpaikan lnparan pertanggungiawaban realisaai 
APE3Des1 krpuda upati melali samar swtip akhir tahum 
nggnrain, 

f Lporan pertanggyngjwban tgniann diruksud pea.la ayat [HJ 
dimnpikan paling lmbut [tig] ban setrlah akhir tnhn 
Tran bcrkcnann yang ditetpknn «dengnn Feruturan Leza. 

I?] Pcrruran Dcs selgairnunu diruksuxl pada ayal {2) <dlseral 
dengar: 
m, lapuran krtnngan, terlini atn: 

I. laporn renliaai AFB3Lx a; dnr 
2. calatnn ata laparn krinmgn. 

b. lap«ran rcalisasi kagiau; damn 
c. dftar program wk1oral, program laerah dan program linny 

y0g, mawu.k 'kr Des-n. 

Pan! & 
Lparan rrtonggungianwaban srbgnimana diraksud dalam Fasal 7 
merupaknn hagian dari lporn penyclcmggnraan PemcrnLnlan Dena 
mkhir tnhun anggurn. 

Tan! 8I 
] Lapora acbgaiman dimnaksud dalarm Pasal 77 dan Psal 79 

diinfarmasika epala mayurakat melalui media inkrmnsi. 
I?2} Ir[orrui swhagaira dirnakud pad ayt I1} paling scdikit 

memuaf: 
a. 1aparan realisai APEDrs; 
b lpuran realinai egitar; 
c. krguatnn yang bclumn seleai dan' tau tidak trHakanna: 
d. sia angran; dan " 
e. almat prmgadunn. 
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Pasl 82 
Format mengcnai ode ekening, Peratran Dcsn tentang APEDc, 
Peratran Kepal Desa tentarg enjabnran APB~es, Panduan Evalum" 
Raneangnn Peraruran D¢sa 1ntang APBD&, Frturan Dess tentanf 
Peribahan APED&a, Peraturn Kepala Dcsn tentang Penjalarm 
Ferulahnn APRDesa, format DPA, farmat DPPA, format RAK Desa, BukW 
Pembantu Kegiatan, Lapran Perkcmbagan Felaksanaan Kcgiatnn dam 
'nggurn, SPP, 1aporan Akhir Realisnsi Peluksnnanan Kegintun dn 

nggran, DPAL, eraturan Desa entang Perubahan APEDca, 
Peraturn Kepnla Des tentang Perubahan Penjaburan APB3Lesa, ukn 
Kas UJmum, Fuku Perbant Kas Jmum, Kuitarsi, Laporan Pclaksansan 
APIDesn Semester Pertams, dan Laporan Pertanggungjawa.bar 
tcrcantum lalarn Lantpiran yang merupakan baginn tidsk twrpisahknun 
dari Prraturan Bupati ini. 

BA V 
PEMBINAAN DAN PENG4WASAN 

Fas1 83 

4I] Bupati mernbina dan megawnsi pelaksansan pergeiolaaf 
kruangan des yang dkorrdinasikan dengan API Darrah 
Kabupacn, 

[2] Carat membina dan mergawnsi pelaksanan pengelalan! 
kcuangnn dea di wilayah Kecratan rasing- musing. 

BB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal B4 

(l) Dcsa persinpun mendapatkan alkasi Liays operasiunal dan hiaya 

dietapkan dalam APBDea induk berdasarkan RKP De:a imuduk 

dengan besarnn sestai ketentuan pcraturan perundang- umtdangan, 

42] Pelaksanan aloknsi biaya aperasianal dan biays lainnya 

scbagaimans dimaksud pd ayat (I] dilaksanakan nlch perjabt 
Kcpala Dcsa Persiapun- 

(3) Felaporan dun pertanggungiawaban alokasi biaya operasional dnn 
binya lainnya scbagaimna diraksurd pala myat [l] dilksnakan 
srsuai dengan kztentuaunt peraluran perurlarg-uncdurgan1. 

Pasal 85 
Kcrugin Les yang terjmli karena ndnny pclanggarar administratif 
dan'atau pelnggarun pidona disclesuikan sesui dcngan kctentuan 
perturan perundang-undungan- 
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1&l3 VLI 
KETENTLAN PERALIHAN 

Fasnl 86 
rrmgelolnn kcuumgan Dvv yr; uat ini muih be:rjlar 
brr!n±arn Pratura EHupnti Fenglaarg Namur S Tahun 20IE 
tentag Perlomnn Fengclln.an Kungan Des etnp le:rlkcu arpt 
tahn 201 hrrkhir. 
Pengelola kcuungaun Lesa Bcbagaiman «dlatur lulam Fe:rut+ara 
Hupti ini mull berlakcu untuk AFB [es aun arggnran 2~lH 

Hi3 vIll 
PENUTL 

asal 87 
Pscda sasr Peraturan BHupti ini mull Lrrlaku, Pernturan Bupati 
Herigka:erg Femur 5 Tnhun 215 tentang Pdoran engulolnr 
Kwangan Des dicabut dnn dinyatakan tilk berlaku. 

Pas8l 8 
leraturan Bupati ini muli berlaku pad.a tanggul diundangkan 
Agar zati sraar; mcngetnhinya, emerirthla prngundn865 

Peruturan Bupati int deng:un pcnerputannya dnlmm Brita Iaerah 
Kubupnten Fengkayang. 
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